
Uraian Singkat : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 16/HK.04-
Kpt/7103/Kab/IX/2021 Tentang Penetapan Prosudur Standar Operasional Tata Kelola Laman Jaringan 
Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe. 
Prosudur Standar Operasional Tata Kelola Jaringan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Kepulauan Sangihe ditetapkan dalam keputusan yang didasarkan pada :  
1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
2.  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  

Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 
menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Ketiga terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134); 

3. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan 
Informasi Hukum Nasional (lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 82); 

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 
tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negera Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan 
Informasi Publik di Lingkungan KPU (Berita Negera Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 
456); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi 
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen   Pemilihan   Aceh   
Dan   Komisi  Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor 1911); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); 

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; 

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi 
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota. 

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 16/HK.04-
Kpt/7103/Kab/IX/2021 Tentang Penetapan Prosudur Standar Operasional Tata Kelola Laman Jaringan 
Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe, tanggal 9 November 2021 
sebagai petunjuk standar tentang mekanisme dan prosedur pengelolaan JDIH di lingkungan KPU 
Kabupaten Kepulauan Sangihe. 

 


